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berikut :
A.

H. SUNARYANTA
BUPATI GUNUNGKIDUL

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Om Swastyastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Saudara-saudaraku warga Kabupaten Gunungkidul yang saya cintai dan banggakan.

Alhamduliliah puji syukur kami panjatkan kehadhirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena

hanya atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami masih diberi kesempatan untuk menyampaikan
Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2022. Penyampaian RLPPD
ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
khususnya sepanjang Tahun Anggaran 2022 kepada Masyarakat. Ini merupakan wujud pelaksanaan amanat
Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah wajib
menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD, Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD]) kepada Pemerintah, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (RLPPD) kepada Masyarakat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD), sesuai ketentuan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Momor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, kami sajikan sebagai

CAPAIAN KINERJA MAKRO
1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses
hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.
Sejak tahun 1990, UNDP mempublikasikan IPM secara berkala dalam laporan tahunan Human
Development Report, Tiga dimensi dasar IPM meliputi Umur panjang dan hidup sehat, Pengetahuan,
Standar hidup layak.

Berdasarkan data BPS dalam Kabupaten Gunungkidul Dalam Angka 2023, dimensi dasar
umur panjang dan hidup sehat dilihat dari data angka harapan hidup. Dimensi dasar pengetahuan
difihat dari angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Dimensi dasar standar hidup
layak dapat diketahui melalui data pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan tahun 2022.
Berdasarkan data capaian dimensi dasar pembentuk IPM dimaksud, capaian IPM Kabupaten
Gunungkidul tahun 2022 tercapai sebesar 70,96.

Tabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Gunungkidul

Pengeluaran Riil | Capaian Indeks
Per Kapita yang | Pembangunan
Manusia (IPM)

Angka Harapan | Harapan Lama

Hidup Sekalah di ikan

74,23 tahun 13,33%

Sumber : BPS Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023

Capaian IPM Tahun 2022 dimaksud meningkat 0,8 poin dibandingkan kondisi tahun 2021
yang tercatat 70,16, Kondisi IPM tahun 2022 dimaksud masuk dalam kategori IPM Tinggi. Meskipun
demikian, dibutuhkan kerja keras yang harus dilakukan cleh Pemerintah Daerah, pemangku
kepentingan, dan seluruh elemen masyarakal untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya
manusia agar memiliki daya saing yang ftinggi, guna mewujudkan masyarakat Gunungkidul yang
bermartabat.

2. Angka Kemiskinan

Monitoring terhadap hasil-hasil pembangunan sangat diperlukan untuk melihat sejauh mana
pembangunan yang dilaksanakan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagai
input program pembangunan berikutnya agar dapat berjalan lebih optimal. Indikator peningkatan
kesejahteraan, secara ril akan terlihat dari tingkat pendapatan masyarakal. Permasalahan
mendasar dalam memperoleh data pendapatan rumah tangga sedikit banyak dipengaruhi oleh
budaya masyarakat kita yang kurang terbuka atau bahkan tidak bersedia memberikan informasi
riil dan terinci terkait hal tersebut. Hal ini tentu saja berdampak terhadap akurasi data pendapatan
rumah tangga yang diperoleh.

Salah satu pendekatan yang digunakan BPS guna mengukur fingkat kesejahteraan
penduduk, antara lain melalui penelitian tingkat penghasilan rumah tangga yang dilakukan dengan
pendekatan konsumsi (consumption approach). Dengan pendekatan tersebut, diperoleh indikator
kesejahteraan penduduk yang dihasilkan dari data konsumsi rumah tangga, yaitu penduduk
miskin, distribusi pendapatan, dan pola konsumsi rumah tangga. Secara umum penduduk
miskin didefinisikan sebagai penduduk yang pendapatannya (proksi pengeluaran) lebih kecil dari
pendapatan yang dibutuhkan untuk hidup layak diwilayahnya. Kebutuhan hidup layak diterjemahkan
dari nilai rupiah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan makan setara dengan 2.100 kilo kalori/
orang/hari, sebagai nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dan non makanan esensial
lainnya. Penduduk miskin menurut definisi BPS merupakan penduduk yang memiliki rata-rata
pengeluaran per kapita per bulan di bawah angka kebutuhan minimal.

Persentase penduduk miskin Kabupaten Gunungkidul dalam kurun 7 tahun terakhir yakni dari
tahun 2016 sampai dengan tahun 2022, menunjukkan trend yang terus menurun. Meskipun sempat
terjadi anomali yang terjadi pada tahun 2020-2021 sebagai dampak dari pandemi Covid-19, tren
penurunan angka kemiskinan Kembali dapat dicapai dan dipertahankan pada capaian tahun 2022,
seperti tampak dalam grafik yang kami sajikan sebagai berikut :

Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Gunungkidul
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Sumber : BPS Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 (diolah)

Berdasarkan data BPS tersebut terlihat bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten
Gunungkidul senantiasa mengalami penurunan secara konsisten. Tahun 2016 jumlah penduduk
miskin tercatat 19,34%, tahun 2017 sebesar 18,65%, tahun 2018 sebesar 17,12%, dan tahun
2019 turun menjadi 16,61%. Kecenderungan ini awalnya diharapkan akan mampu dijaga bahkan
ditingkatkan, sehingga target dalam RPJMD, dimana angka kemiskinan pada akhir tahun 2021
sebesar 16,52 persen optimis dapat direalisasikan, Namun kondisi diluar kemampuan kendali
yang terjadi di tahun 2020-2021 telah memaksa untuk mengubah kebijakan, strategi, dan bahkan
target yang telah dicanangkan. Kondisi bencana non alam pandemi Covid-19 telah menyebabkan
penurunan angka kemiskinan mengalami perlambatan. Kita patut bersyukur dengan dukungan
semua pihak, angka kemiskinan Gunungkidul tahun 2022 kembali dapat ditekan ke angka 15.86%,
bahkan capaian penurunan angka kemiskinan ini tercatat menjadi yang tertinggi sejak tahun 2015.

Penurunan angka kemiskinan yang dapat dicapai hingga tahun 2022 dan upaya recovery
yang dilakukan dalam menekan angka kemiskinan antara lain diupayakan melalui bentuk Strategi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Gunungkidul, yang mencakup pengurangan
beban pengeluaran masyarakat miskin; meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat
miskin; mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil, dan mensinergikan
kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Penjabarannya melalui program yang
dikelompokkan ke dalam 4 kelompok program, yaitu : a) kelompok bantuan sosial terpadu berbasis
keluarga; b) kelompok penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, c)
kelompok penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil;
dan d) program lain yang secara langsung ataupun tidak langsung meningkatkan kegiatan ekonomi
dan kesejahteraan masyarakat miskin,

Angka Pengangguran

Berdasarkan data penduduk menurut kelompok umur, diketahui bahwa Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2022 masih berada pada periode emas secara demografi. Jumlah penduduk
dengan kategori usia produktif (15 tahun sampai dengan 64 tahun) jumlahnya 521.560 jiwa atau
67,28%. Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan penduduk kategori usia non produktif (dibawah
15 tahun dan 65 tahun ke atas) yang berjumiah 253.686 jiwa atau dengan persentase 32,72% dari
total jumlah penduduk di Kabupaten Gunungkidul pada Tahun 2022 yang tercatat sebanyak 775.246

jiwa.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) DIY
Kulon Progo 76.50 | 76.70 77.88 76,72 78,83
Bantul 7387 | 73.18 | 74.45 7164 | 74,39
Sleman 71.22 | 70.52 | 70.51 73,05 68,12
Yogyakarta 69.33 | 69.75 68.62 71,86 72,48

Sumber : Data BPS, DIY Dalam Angka Tahun 2023

Berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan, salah satu indikator pentingnya adalah Tingkat
Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK merupakan perbandingan antara penduduk angkatan kerja
dengan penduduk usia kerja. TPAK memberikan gambaran tentang penduduk yang aklif secara

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2022

ekonomi dalam kegiatan sehari- han. Dengan melihat indikator TPAK akan dapat dilihat besamya
jumlah penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu wilayah serta dapat menunjukkan
besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk produksi barang-
barang dan jasa dalam suatu perekonomian wilayah.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2022 tercapat
sebesar 74,07%. Hal ini dapat diartikan bahwa dari setiap 1.000 penduduk usia produktif atau usia
15 tahun ke atas di Kabupaten Gunungkidul, terdapat sekitar 740 penduduk yang berstatus sebagal
angkatan kerja. Namun demikian penurunan ataupun peningkatan TPAK belum dapat secara
langsung menggambarkan kondisi baik buruknya ketenagakerjaan di suatu wilayah.

Indikator kedua yang digunakan untuk melihat permasalahan ketenagakerjaan adalah
menggunakan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) guna mengukur pengangguran,
Dengan melihat capaian TPT, dapat diketahui indikasi tentang penduduk usia kerja yang masuk
dalam kelompok pengangguran. TPT diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja
terhadap jumlah angkatan kerja. Naiknya TPT dapat berarti adanya penurunan daya serap tenaga
kerja atau juga dapat berarti bahwa kecepatan laju kesempatan kerja tidak dapat mengimbangi
kecepatan laju pertumbuhan angkatan kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DIY
Tahun 2022

Angka TPT (%) Tahun 2022
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Sumber : Data BPS, DIY Dalam Angka Tahun 2023

Dengan melihat data TPT, dapat diketahui indikasi tentang penduduk usia kerja yang
termasuk dalam kelompok pengangguran. TPT diukur sebagai persentase jumlah penganggur/
pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Naiknya TPT dapat berarti adanya penurunan daya
serap tenaga kerja atau juga dapat berarti bahwa kecepatan laju kesempatan kerja tidak dapat
mengimbangi kecepatan laju pertumbuhan angkatan kerja.

TPT merupakan kondisi keterbalikan dari TPAK. Angka TPT tertinggi di DIY terjadi di Kota
Yogyakarta sebesar 7,18%, dilkuti Kabupaten Sleman 4,78%, Kabupaten Bantul 3,97%, dan
Kabupaten Kulonprogo 2,80%. Secara regional, angka TPT Gunungkidul pada Tahun 2022 menjadi
yang terendah yakni sebesar 2,08%. Modal sosial berupa elos kerja yang tinggi dan daya serap
lapangan kerja sesuai dengan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Gunungkidul
terlebih pada sektor non formal yang tidak membutuhkan ijazah atau syarat-syarat tertentu turut
mendukung rendahnya TPT di Kabupaten Gunungkidul.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu pencerminan kemajuan
perekonomian suatu daerah, yang didefinisikan sebagai keseluruhan nilai tambah barang dan jasa
yang dihasilkan dalam kurun waktu satu tahun di suatu wilayah. PDRB Kabupaten Gunungkidul Atas
Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2022 sebesar Rp.22.742,95 milyar atau meningkat 11,39%
dari Tahun 2021. Kontribusi terbesar PDRB Tahun 2022 masih diberikan oleh kelompok sekior
pertanian, kehutanan dan perikanan yakni sebesar 24,06%, dan diikuli secara berturut-turut pada
7 besar kontributor PDRB yakni sektor konstruksi, informasi dan komunikasi, perdagangan besar
dan eceran, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan, industry pengolahan, dan sector
jasa pendidikan.

Adapun PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Tahun 2022 sebesar Rp. 14.991,18
milyar, atau naik signifikan dibanding capaian Tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp. 14.216,36
milyar. Data PDRB ADHK yang digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi bertujuan
mengurangi pengaruh laju infiasi. Dengan data dimaksud, maka diketahui laju pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 adalah sebesar 5,37%. Adapun secara series gambaran laju
pertumbuhan ekonomi 7 tahun terakhir sebagai berikut:

Pertumbuhan Ekonomi (PDRB ADHK) Kabupaten Gunungkidul
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Sumber : Data BPS, Gunungkidul Dalam Angka Tahun 2023

Diagram tersebut menunjukkan bahwa perekonomian wilayah Gunungkidul telah mampu
bangkit dari kondisi kontraksi ekonomi dampak bencana non alam pandemi Covid-19 yang melanda
sejak awal tahun 2020 dan masih dirasakan akibalnya hingga saat ini. Dari data tersebut juga
menunjukkan betapa dahsyatnya dampak Pandemi Covid 19 terhadap kondisi perekonomian
wilayah yang terjadi tidak hanya di Gunungkidul. Dari sisi ekonomi, Kabupaten Gunungkidul dengan
karakteristik yang dimiliki menjadi wilayah yang paling adaplif terhadap kontraksi ekonomi dampak
pandemi Covid-19 tersebut khususnya di wilayah DIY. Adapun gambaran secara regional laju
pertumbuhan dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir di wilayah DIY, dapat dilihat dari tabel
berikut :

Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 di DIY
Tahun 2016 - 2022

Tahun

Wilayah
2016 | 2017 | 2018 | 2019 2020 2021* | 2022
Kabupaten Kulon Progo 4,76 597 10,83 | 1349 | -345 437 6,57
Kabupaten Bantul 5,06 5,10 547 553 -1,65 4,99 520
Kabupaten Gunungkidul | 4,89 5,00 5,16 5,34 -0,68 529 537
Kabupaten Sleman 525 535 642 648 -4,05 5,61 515
Kota Yogyakarta 51 524 549 5,96 242 5,18 512
|4 Yogpkorn 405 | 505 | om | 030 | 2 | 68 | 685

Sumber : BPS DIY Tahun 2023 *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

5.  Pendapatan Per Kapita

Pendapatan perkapita dapat diartikan sebagai pendapatan penduduk disuatu wilayah pada
periodeftahun tertentu. Terdapat dua cara mengetahui pendapatan perkapita, yakni perhitungan
berdasarkan harga berlaku yang disebut pendapatan perkapita nominal tanpa memperhitungkan
tingkat kenaikan harga atau laju inflasi. Kedua perhitungan berdasarkan harga berlaku yang disebut
pendapatan perkapita riil dengan memperhitungkan laju infiasi.

Pada Tahun 2022 berdasarkan data BPS Kabupaten Gunungkidul dalam Buku Gunungkidul
Dalam Angka Tahun 2023 PDRB perkapita atas dasar harga berlaku atau pendapatan perkapita
nominal Kabupaten Gunungkidul adalah sebesar Rp.29.502.470,- meningkat dari kondisi tahun
2021 yang tercatat sebesar Rp.26.942.710,- atau meningkat 9,5%, yang mengindikasikan bahwa
secara ekonomi, masyarakat telah dapat berdaptasi dengan kondisi new normal dampak bencana
non alam pandemi Covid-19.

Pendapatan Perkapita Masyarakat Kabupaten Gunungkidul
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Sumber : BPS Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023

6.  Ketimpangan Pendapatan

Salah satu aspek kemiskinan yang perlu diperhatikan sebagai ukuran kemiskinan refatif
adalah distribusi pendapatan. Pengukuran distribusi pendapatan diupayakan dilakukan dengan
menggunakan data pengeluaran, karena sulinya mempercleh data pendapatan. Ukuran yang
menggambarkan ketidakmerataan pendapatan antara lain adalah Gini Ratio. Perubahan Gini Ratio
merupakan indikasi adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Nilai Gini Ratio berkisar
antara 0 dan 1. Nilai Gini Ratio semakin mendekati angka 1, maka dikatakan kesenjangan tingkat
pendapatan penduduk makin melebar. Sebaliknya jika nilai Gini Ratio mendekati nol maka dikatakan
tingkat pendapatan penduduk semakin merata. Gini Ratio dibagi menjadi tiga fingkatan : <0,3
kategori ketimpangan rendah, 0,3 - 0.5 kategori moderat, dan >0,5 masuk kategori ketimpangan
tinggi (Oshima).

Berdasarkan data BPS DIY, pada tahun 2022 nilai gini ratio Kabupaten Gunungkidul tercatat
0,316 (ketimpangan moderat). Data ini menunjukkan bahwa terus mengalami penurunan secara
konsisten, dengan kecenderungan distribusi pendapatan semakin merata dari tahun ke tahun.
Secara regional di DIY, nilai gini ratio Kabupaten Gunungkidul merupakan yang terendah, dengan
kata lain ketimpangan distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Gunungkidul lebih merata
dibanding kabupaten/kota lain.

Grafik Ketimpangan Pendapatan DIY

Gini Ratio 2020 - 2022
06

05

Kulon Progo  Gunungkidul Bantul DL Yogyakarta

>

0

0

(7}

o,

N

0

Yogyakarta Sleman

w2020 m2021 w2022

Sumber : BPS Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023

RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Penyelenggaraan pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan
Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada standar pelayanan
minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sebagaimana amanat Pasal 18 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tahun 2022 merupakan tahun keempat
pelaksanaan Peraluran Pemerintah Momor 2 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 100 Tahun
2018 yang telah diganti dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (SPM).

Pandemi Covid-19 yang berdampak pada menurunnya kemampuan pemerintah daerah
dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan keterbatasan sumber daya manusia
masih menjadi kendala khususnya dalam penerapan pelayanan dasar kepada masyarakat. Namun
hal tersebut tidak menyurutkan tekad dan semangat Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, untuk
menerapkan standar pelayanan minimal semaksimal mungkin sesuai kemampuan dan kapasitas
sumber daya yang dimiliki.

1. Bidang Pendidikan

Pada Tahun 2022, pelaksanaan pelayanan dasar bidang pendidikan sebagaimana amanat
Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM yang 3 jenis pelayanan dasar, adalah
sebagai berikut:

8. Pendidikan Anak Usia Dini;

SPM Pendidikan Anak Usia Dini, indikatornya adalah Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang
berpartisipasi dalam pendidikan PAUD. Pada Tahun 2022, anak usia 5 sampai dengan 6 tahun di
Kabupaten Gunungkidul berjumiah 18.245 anak, sementara yang sudah tamat atau sedang belajar
pada satuan pendidikan PAUD berjumlah 16.010 anak. Sehingga capaian SPM PAUD sebesar
87,75%.

b. Pendidikan Dasar;

SPM Pendidikan Dasar memiliki indikator pencapaian berupa Jumlah Warga Negara Usia 7-15
tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi dan SMP/MTs). Berdasarkan data Tahun
2022, Warga Negara Usia 7-15 tahun terdapat sebanyak 90.783 jiwa. Dari jumlah penduduk usia
pendidikan dasar tersebut, sebanyak 87.610 jiwa sudah tamat atau sedang menempuh pendidikan
dasar baik SD/MI dan SMP/MTs. Sehingga capaian SPM Pendidikan Dasar sebesar 96,50%.

¢. Pendidikan Kesetaraan.

Indikator pencapaian berupa Jumlah Warga Negara Usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan
pendidikan dasar atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan. Pada Tahun
2022, jumiah penduduk usia 7-18 tahun sasaran pendidikan kesetaraan sebanyak 824 orang,
sedangkan jumiah partisipasinya tercatat 510 orang atau sebesar 61,89%. Hal ini tidak lepas dari
sulitnya melakukan pendataan warga yang telah mengikuti pendidikan kesetaraan di luar yang
dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan/atau pendidikan kesetaraan yang telah dilaksanakan
pada waktu lampau, serta masih relatif rendahnya kesadaran warga untuk mengikuti pendidikan
kesetaraan.

2. Bidang Kesehatan

Urusan pemerintahan wajib bidang kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, didukung
30 Unit Puskesmas, 1 Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan, RSUD Saptosari, dan RSUD
Wonosari. Penerapan SPM Bidang Kesehatan untuk pemerintah kabupaten meliputi 12 jenis :

a Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
Dengan indikator pencapaian berupa Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan,
pada Tahun 2022 terdapat Ibu Hamil sebanyak 6.538 orang dan yang telah mendapatkan pelayanan
sebanyak 6.226 orang, atau mencapai 95,23%.

b.  Pelayanan Kesehatan lbu Bersalin;
Pada Tahun 2022, jumiah ibu bersalin sebanyak 6.538 orang dan 6.528 dintaranya telah
mendapatkan layanan kesehatan. Sehingga capaian Jumiah Ibu Bersalin yang mendapatkan
layanan kesehatan sebesar 99,85%.

¢ Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
Indikator pencapaian ditetapkan berupa Jumiah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan
kesehatan. Jumlah bayi baru lahir pada Tahun 2022 sebanyak 6.478 anak, dan 5621 anak
diantaranya telah mendapatkan layanan kesehatan, atau capaian pelayanan sebesar 86,77%.

d.  Pelayanan kesehatan balita;
Dengan jumlah Balita pada Tahun 2022 sebanyak 34.506 anak dan yang telah mendapatkan
pelayanan kesehatan sebanyak 30.538 anak. Sehingga capaian kinerja Balita yang mendapatkan
layanan kesehatan sebesar 88,50%.

8.  Pelayanan kesehalan pada usia pendidikan dasar;
Jumiah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan pada Tahun
2022 sebanyak 100%, dengan rincian jumlah warga negara usia pendidikan dasar sebanyak 84.728
orang dan seluruhnya telah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

fi Pelayanan kesehatan pada usia produktif:
Pada Tahun 2022, Jumlah Warga Negara usia produktif sebanyak 474.035 orang dan yang telah
mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar sebanyak 237.517 orang. Sehingga Jumlah
Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan baru tercapai sebesar 50,11%.
g.  Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
Jumlah Warga Negara usia lanjut di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 mencapai 155.536 orang
dan yang telah mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar baru sebanyak 52.155 orang.
Sehingga Jumlah warga negara usia lanjul yang mendapatkan layanan kesehatan baru tercapai
sebesar 33,53%.

h.  Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan, pada Tahun
2022 tercapai sebesar 12%. Dengan rincian dari 77.026 orang penderita hipertensi, 9.243 orang
diantaranya sudah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

I, Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
Jumiah Warga Megara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan, pada
Tahun 2022 tercapai sebesar 22,18%. Dengan rincian dari 13.519 orang penderita diabetes melitus,
2.998 orang dantaranya sudah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

J Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa beral;
Pada tahun 2022, tercatat sebanyak 1.644 orang mengalami gangguan jiwa berat dan 1.475
orang diantaranya telah mendapatkan pelayanan kesehatan sesual standar. Sehingga pencapaian
indikator Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terayani kesehatan baru
terealisasi sebesar 89,72%.

k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
Di wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 tercatat ada 1,598 warga terduga tuberkulosis.
Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan sebanyak 1.598 orang,
atau dengan capaian kinerja sebesar 100%.

I Pelayanan kesehatan orang dengan nisiko ferinfeksi virus yang melemahkan daya tahan

fubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus/HIV).

Jumlah Warga Megara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia
(HIV) pada Tahun 2022 sebanyak 8.162 orang dan yang telah mendapatkan layanan kesehatan
sebanyak 8.162 orang. Sehingga pemenuhan SPM nya mencapai 100%.
Berkaitan dengan komitmen dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang kesehatan, kita telah
mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Pusat yakni terhadap komitmen Pemkab Gunungkidul
dalam penerapan universal health coverage (UHC). UHC merupakan sistem penjaminan kesehatan
yang memastikan sefiap warga Gunungkidul memiliki akses yang adil terhadap pelayanan
kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau. UHC
mengandung 2 eleman yakni akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi setiap warga,
dan Perlindungan risiko finansial kelika warga menggunakan pelayanan kesehatan.

3.  Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di
Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman (DPUPRKP) dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR). Jenis SPM bidang ini
meliputi :
a8 Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
Dalam upaya penerapan SPM ini, DPUPRKP Kabupaten Gunungkidul melaksanakan Program
Penyehatan Lingkungan Permukiman dengan kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan
dan Penyediaan Sarana dan Prasarana SPAM, Drainase dan Air Limbah. Berdasarkan data Tahun
2022 tercatat sebanyak 257.061 rumah tangga dan yang sudah terlayani kebutuhan pokok air
minumnya mencapai 226.835 rumah tangga, atau capaian SPM ini mencapai 88,24%.
b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik.
Penerapan dan pemenuhan SPM Pengolahan air limbah Domestik Kabupaten Gunungkidul Tahun
2022, terealisasi 90,49%. Dengan jumlah rumah tangga yang telah memperoleh akses layanan
pengolahan air limbah domestik sebanyak 232.602 rumah tangga dari total sebanyak 257.061
rumah yang ada.
4, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Urusan Wajib di Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman di Kabupaten Gunungkidul
dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (DPUPRKP).
Adapun jenis pelayanan dasarnya ditetapkan oleh Pemerintah sebagai berikut :
a. Penyediaan dan rehabiitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana;
Dalam pemenuhan SPM penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana,
pada tahun 2022 diwilayah Kabupaten Gunungkidul tidak terjadi bencana yang penanganannya
memerlukan penyediaan dan/atau rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana.
b.  Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program

Pemerintah Daerah.
Sama halnya dengan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana,
pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi warga masyarakat yang
terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten, pada Tahun 2022 di Kabupaten Gunungkidul
juga tidak terdapat program pemerintah menggunakan mekanisme atau mengakibatkan relokasi
rumah warga masyarakat.
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5.  Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat

Di Kabupaten Gunungkidul, urusan wajib bidang ketentraman dan ketertiban umum
serfta perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah yakni sub urusan bencana dan kebakaran, Adapun jenis SPM
bidang ini meliputi:
8. Pelayanan keteniraman dan ketertiban Umum;
Dengan indikator pencapaian berupa Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibal
dari penegakan hukum Perda dan Perkada, pada Tahun 2022 capaian pelayanannya terealisasi
sebesar 100%, karena sepanjang Tahun 2022 dalam pelaksanaan operasi penegakan hukum
peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah tidak menimbulkan dampak korban di kalangan
warga masyarakal.

b.  Pelayanan informasi rawan bencana;

Pada Tahun 2022, di wilayah Kabupaten Gunungkidul tercatat 758.168 jiwa warga pada 82
kalurahan yang berhak menerima layanan informasi rawan bencana. Dalam pelaksanaannya,
semua kalurahan rawan bencana telah dibentuk dan dikukuhkan menjadi Desa Tangguh Bencana
(Destana) dari tahun 2012 sampai tahun 2022. Pelayanan informasi rawan bencana telah
dilaksanakan secara berjenjang dan tersinergi dalam Destana dimaksud, sehingga indikator
pencapaian Jumlah Warga Negara memperoleh layanan informasi rawan bencana dapat terealisasi
100%.

¢ Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;

Indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan
terhadap bencana sebagal indikator pencapaian telah terealisasi 100%. Sama halnya dengan
layanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
juga terintegrasi dalam program pembentukan dan pengukuhan 82 kalurahan/desa Tangguh
Bencana, dengan bentuk pelatihan terhadap 2.710 orang perwakilan/relawannya.

d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;

Indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban
bencana, berdasarkan rekapitulasi laporan kejadian bencana yang ada di Pusat Pengendalian
dan Operasi pada BPBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 sebanyak 376 warga terdampak
bencana, dan semuanya telah mendapatkan layanan atau terealisasi 100%.

e, Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran,

Dengan indikator capaian berupa Jumiah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan
dan Evakuasi korban kebakaran, pada tahun 2022 terdapat 50 laporan kejadian kebakaran dan 34
yang dapal tertangani oleh petugas pemadam kebakaran atau capaian kinerja SPMnya terealisasi
sebesar 68%.

6.  Bidang Sosial

Jenis SPM Bidang sosial yang meliputi 2 indikator kinerja kunci, yakni:

8. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar,
dan gelandangan pengemis di luar panti;

Berdasarkan data pada Tahun 2022, jumiah warga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar,

lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis di luar panti yang seharusnya mempercleh bantuan

sosial sebanyak 6.152 orang dan telah memperoleh rehabilitasi sosial dasar sebanyak 5.410 orang.

Sehingga capaian rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut

usia terlantar, dan gelandangan pengemis di luar panti terealisasi 87,94%.

b.  Perindungan dan jaminan sosial pada saal tanggap dan pasca bencana bagi korban
bencana.

SPM perlindungan jaminan sosial pada saal tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana,

pada Tahun 2022 terealisasi sebesar 100%. Dengan rincian warga negara korban bencana yang

mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan pasca bencana bagi korban bencana

sebanyak 512 orang, dari otal jumiah korban bencana sebanyak 512 orang.

EVALUAS| PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN OPINI LAPORAN

KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

1. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, amanat Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (5)
dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala
Daerah mempunyai kewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
yang digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan dalam bentuk penghargaan/sanksi oleh
Pemerintah Pusat.

Hasil evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gunungkidul
sebagaimana terakhir dirilis oleh Tim Nasional Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah
(EPPD) memperoleh predikat dengan Kategori Sangat Tinggi, yakni terhadap LPPD Tahun 2018
dengan skor 3,4154. Sedangkan hasil EPPD terhadap LPPD Tahun 2019-2021, hingga saat
penyampaian RLPPD Tahun 2022 ini belum disampaikan hasilnya. Berikut grafik hasil EPPD
Kabupaten Gunungkidul yang telah rilis:

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Gunungkidul

3.6000

3.4000 +

32000 - — * W/ o Ko
3.0000 —— r Kinerja
2.8000 s - .

2014 2015 2016 2017 2018

2. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Secara umum kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Gunungkidul telah
dilaksanakan secara tertib, taal pada peraturan perundangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan,
bertanggung-jawab, dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk
masyarakat. Sehingga terhadap pengelolaan keuangan yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) telah mendapatkan opini WTP dari BPK RI.

Terakhir terhadap LKPD Tahun 2021, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor
11BLHP/XVIII.YOG/04/2022 tertanggal 20 April 2022, disampaikan opini bahwa laporan keuangan
telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul tanggal 31 Desember 2021, dan realisasi anggaran, perubahan saldo
anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada
tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bahkan pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memperoleh penghargaan
dari Kementerian Keuangan Rl atas capaian opini WTP selama 7 Tahun Berturut-turut, yang
diserahkan tanggal 12 Oktober 2022.

REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH
1. Pendapatan Daerah

Dalam rangka optimalisasi potensi pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
menerapkan beberapa bentuk kebijakan, antara lain melalui a) Optimalisasi penerimaan pajak
daerah dan retribusi daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah;
b) Melanjutkan pemasangan tapping box dan monitoring serta pengawasan untuk yang sudah
terpasang; c) Melakukan sinergi dengan pemerintah desa dalam rangka pemungutan pajak daerah
melalui Layanan Mobil Keliling Pajak; d) Pendayagunaan Aset Daerah.

Pendapatan Daerah dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 (anaudited) dari
rencana sebesar Rp.1.992.555.851.658,13 terealisasi sebesar Rp.1.988.608.335.330,86 atau
tercapai sebesar 99,80%. Adapun komponen penyusunnya meliputi : a) Pendapatan Asli Daerah
(PAD) yang terdini dari Pajak, Retribusi, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan,
dan Lain-lain PAD yang Sah, rencana ditetapkan sebesar Rp.280.458.942.614,13 terealisasi
Rp.313.448.833.149,86 atau 111,76%, b) Dana Perimbangan yang terdiri dan Bagi Hasil Pajak,
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus
(DAK), DAK Fisik Reguler, DAK Fisik Penugasan, dan DAK Non Fisik, direncanakan sebesar
Rp.1.707.096.909.044,00 terealisasi sebesar Rp.1.669.559.901.181,00 atau 97,80%, c) Lain-Lain
Pendapatan yang Sah yang terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,
Dana penyesuaian Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Pemda DIY, direncanakan
Rp.5.000.000.000,00 terealisasi Rp.5.599.601.000,00 atau 111,99%.

2. Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2022 dengan menyesuaikan beberapa ketentuan;
a) Melakukan pemetaan kegiatan dan sub kegiatan sesuai arahaan Kemeterian Dalam Negeri; b)
Menyesuaikan belanja sesuai dengan pengurangan DAU, DAK, Dana Keistimewaan/pendapatan
transfer berkurang; ¢) Mengurangi belanja gaji pegawai dan tambahan penghasilan; d) Pemenuhan
kekurangan penjabaran DBHCT; €) Tindak lanjut LHP BPK; f) Pemenuhan Belanja Wajib mengikat
dan belanja yang timbul akibat kebijakan Pemerintah pusat dan Provinsi.

Anggaran Belanja Daerah setelah perubahan anggaran Tahun 2022 (anaudited) dari
rencana sebesar Rp.2.110.654.978.000,48 terealisasi sebesar Rp.2.006.451.520.613,63 atau telah
mencapai 95,06%. meningkat 2,43% dari realisasi tahun 2021 yang mencapai 92,63%. Anggaran
tersebut dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan 139 program, 267 kegiatan, dan 777 sub
kegiatan yang tersebar pada 47 perangkal daerah. Adapun komponen penyusun belanja meliputi:
a) Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah,
dan Belanja Bantuan Sosial, dengan rencana yang ditetapkan sebesar Rp.1.476.094.580.194,00
terealisasi sebesar Rp.1.404.040.273.941,56 atau 95,12%, b) Belanja Modal, dari anggaran
sebesar Rp.292.515.797.758,00 realisasinya Rp.269.199.129.50045 atau 92,03%, c) Belanja
Tak Terduga, dari anggaran sebesar Rp.18.136.850.888,48 terealisasi Rp.10.131.998.741 62 atau
55,86%, d) Belanja Transfer dialokasikan sebesar Rp.323.907.749.160,00 dan terealisasi sebesar
Rp.323.080.118.430,00 atau sebesar 99,74%.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang periu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran bersangkutan
maupun sebelumnya serta memanfaatkan surplus anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan
maupun investasi. Penerimaan pembiayaan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun
sebelumya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan,
penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang
daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan
modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

Pembiayaan Daerah sefelah perubahan anggaran Tahun 2022 (anaudited), dari rencana
Rp.118.099.126.342,35 dan terealisasi Rp.117.099.126.342,35 atau 100%, meliputi: a) penerimaan
pembiayaan dari anggaran Rp.144.266.126.342,35 terealisasi Rp.144.266.126.34235 alau
100%, yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya; dan
b} pengeluaran pembiayaan penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD dari anggaran
Rp.26.167.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.26.167.000.000,00 atau 100%.

NOVASI DAERAH

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul senantiasa berkomitmen meningkatkan kualitas
pelayanan publik. Salah satu upaya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik antara lain melalui
pengembangan inovasi pelayanan publik. Bukti komitmen dalam mendorong pengembangan
inovasi salah satunya melalui keikutsertaan dalam Kompelisi Inovasi Pelayanan Publik yang
diselenggarakan oleh KemenPAN dan RB. Penyelenggaraan kompetisi inovasi Pelayanan Publik
Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan
Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD, serta Keputusan Menteri PAN &
RB Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di
Lingkungan Kementerian / Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan
Usaha Milik Daerah Tahun 2022, dengan tema *Percepatan Reformasi Birokrasi melalui Implementasi
Transformasi Kelembagaan, Transformasi SDM Aparatur, dan Transformasi Digital yang diwujudkan
dalam inovasi pelayanan public menuju pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengirim 9 inovasi pelayanan publik melalui aplikasi
SINOVIK yang terdiri dari 7 kelompok umum dan 2 dari kelompok khusus. Proposal inovasi tersebut
meliputi:

1. Canting Gelamor (Cegah Anemia dan Bayi Lahir Stunting dengan Gerakan Pengolahan

Makanan Daun Kelor) dari UPT Puskesmas Ngawen |;

2. Lakon (Layanan Konsultasi Onling) dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan

Pemberdayaan Anak;

3. Mantab Jiwa (Mandiri Tangguh Bersama Jiwa Jiwa Yang Istimewa) dari UPT Puskesmas

Patuk I;

4. Maskumambang (Mengelola Air Secara Komunitas Untuk Kemakmuran Bangsa) dari

Kapanewon Purwosari;

5. Optimalisasi Pemanfaatan Terminal Tipe A Untuk Mal Pelayanan Publik (MPP) dari

DPMPTSP;

6. Peka Latika (Pelayanan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Kartu Keluarga, dan KIA di

Kalurahan) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
7. SMART (Sistem Manajemen Registrasi Terintegrasi) dari Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil.

8. Ayunda Si Menik Makan Sego Celing (Ayo Tunda Usia Menikah Mengawali Gerakan

Semangal Gotong Royong Cegah Stunting) dari UPT Puskesmas Gedangsari II; dan
9. Pengembangan Klinik Konsultasi Agribisnis (KKA) dari Dinas Pertanian dan Pangan.

Disamping itu, pada Tahun 2022 beberapa bentuk apresiasi dan penghargaan yang diperaleh
atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Gunungkidul dari berbagai institusi
regional, nasional, maupun internasional dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

HERI SUSANTO, S.Kom.,MSi.
WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL

12 | Pengelolaan Keuangan | Kementenan Penghargaan Atas Capaian Opini WTP Pada tanggal:
Dagrah Tahun 2022 | KeuanganRl (Wajar Tanpa Pengecualian) selama 7 Tahun | 12 Oklober
Berturut-turut 2022
13 | Penghargaan Indonesia Awards | Penghargaan alas keberhasian Pemeriniah | Pada tanggal:
Quistanding Regional | 2022 Kabupaten Gunungidul dalam menarik 26 Oklober
Invesment Promotion investasi dalam rangka percepatan 2022
Stralegy pemulihan ekonomi pasca pandemi
14 | Penghargaan Anugerah | Kementenian Desa Wisata Tepus sebagai Juara 2 Kalegori | Pada tanggal:
Desa Wisata Indonesia | Parwisata dan Souvemir 31 Okiober
2022 Ekonomi Kreafif RI 2022
15 | Penghargaan Sanitasi | Kementerian Pemerintah Kabupaten Gunungkidul atas | Pada tanggal: 9
Total Berbasis Kesehatan RI keberhasilan memobilisasi masyarakat untuk | Oklober 2022
Masyarakat mempertahankan layanan sanitasi berbasis
Berkelanjutan masyarakat berkelanjutan fahun 2022
16 | SIKP Award Tahun Ditien Perbendaha- | Pemeriniah Kabupaten Gunungkidul sebagai | Pada tanggal:
2022 raan Kementerdan | Pemerintah Daerah Terbaik Ketiga SIKP 14 November
Keuangan RI Award Tahun 2022 2022
17 | Penghargaan TP2DD | Kementerian Kabupaten Terbaik IIl Wiayah Jawa - Ball | Pada tanggat:

Koordinator Bidang | kategori peningkatan pendapatan asli daerah | 21 November
Perekonomian Rl | metalui elektronifikasi ransaksi Pemerintah | 2022

Daerah Tahun 2022
18 | Penanggulangan Indonesia Penghargaan Platinum Awards Inovasi Pada tanggal:
Stunling Healthcare Forum | Percepatan Penanggulangan Stunfing 24 Nov 2022
18 | Penghargaan Komisi Aparatur | Pemerintah Kabupaten Gunungkidul alas | Pada tanggal;
Meritrokrasi Sipil Negara Keberhasian dalam Penerapan Sistem 25 November
(KASN) MERIT datam manajemen ASN 2022
20 | Bhumandala Award Badan Informasi Penghargaan Bhumandata Simpul Jaringan | Pada tanggal:
Geospasial (BIG) Rl | Informasi Geospasial Tahun 2022 alas 25 November
pencapaian dalam mengembangkan Simpul | 2022
Jaringan dan meningkatkan pemanfaatan
Informasi Geospasial yang inspiratif untuk
mendukung pefaksanaan kebijakan satu peta
dan pembangunan yang berkelanjulan
21 | Pusat Informasi Kementerian PPPA | Perpustakaan Dhaksinarga sebagal Pada tanggal:
Sahabat Anak (PISA) | RI Perpustakaan Terstandardisasi PISA Tahun | 25 November
Tahun 2022 2022 dengan peringkat PRATAMA 2022
22 | Kabupaten/ Kota Peduli | Kemen Hukum dan | Pemerintah Kabupaten Gununghidul sebagai | Pada tanggal: 5
HAM HAMRI Kabupaten Peduli HAM pada Tahun 2022 | Desember 2022
23 | Penyelenggara Pelaya- | Kemen PANdan | Pencapaian sebagai Unit Penyelenggara Pada tanggal.
nan Publik Kategod RBRI Pelayanan Publik Kategor Pelayanan Prima | Desember 2022
Petayanan Prima Disdukcapil Kab/ Kota Tahun 2022
24 | Penyelenggara Pelaya- | Kemen PANdan | Pencapaian sebagal Unit Penyelenggara Pada tanggal: 6

nan Publik Kategori RBRI Pelayanan Pubiik Kategon Pelayanan Prima | Desember 2022

Petayanan Prima DPMPTSP Kabupaten/Kota ahun 2022

25 | Pelaksanaan Reformasi | Kemen PANdan | Predikat nilai BB alas capaian Pelaksanaan | Pada tanggal: 6
Birokrasi Tahun 2022 | RBRI Reformasi Birokrasi Tahun 2022 Desember 2022

26 | Penghargaan Lembaga Penghargaan alas Komitmen Kolaborasi Pada tanggal 7
Peningkatan Kualtas | Adminisirasi Negara | Peningkatan Kualitas Kebijakan Pemkab Desember 2022
Kebijakan (LAN)RI mefalui Kegiatan Laboratorium Kebjakan

27 | Penghargaan Top Majalah T Works | RSUD Wonosari, inovasi dan sofusi Tl yang | Pada tanggal:
Digital Awards 2022 memberikan kemudahan layanan dan bisnis | 15 Des 2022

28 | Penghargaan Kampung | Asosiasi Dinas Kalurahan Bendungan Kapanewon Pada tanggal:
Keren Tanpa Rokok Kesehatan Seluruh | Karangmojo sebagai 24 Kampung/Desa 17 Desember
2022 Indonesia terpilih dalam penghargaan kampung keren | 2022

{ADINKES) lanpa rokok awards 2022 se-Indonesia

29 | Penghargaan Kementerian Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam | Pada tanggat:
Pengadaan Obat Kesehatan Rl Pemakaian Obat Produk Dalam Negen 17 Desember
Produk Dalam Negeri tertingg di wiayah DIY yailu sebesar 2022

7343%.

Penghargaan-penghargaan ini hendaknya lebih memacu dan memotivasi segenap kita
semua untuk tetap bersemangat dalam berkarya, mengabdi, dan tetap membangun sinergisme
lintas instansi/sektor untuk senantiasa meningkatkan pencapaian ini. Harapannya, pencapaian ini
tidak dianggap sebagai hasil akhir dan kondisi zona nyaman yang mengendurkan motivasi untuk
senantiasa berinovasi. Pandemi Covid-19, telah mengajarkan kepada kita tidak hanya dalam upaya
pencegahan Covid-19, namun juga mengajarkan bahwa pemanfaatan teknologi menjadi hal penting
dan merupakan suatu keharusan agar dapat terus ikut berkompetisi pada era globalisasi (industri
4.0) saat ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh komponen masyarakat

Nama Penghargaan/
N Institusi ori Penghargaan Keterangan
© | Asal Penghargaan i
1 | Inovasi Layanan Majalah TOP Penghargaan Bintang 4 Top BUMD Awards | Pada langgal: 4
Kesehatan Tahun 2022 | Business 2022 kepada RSUD Wonosari Februari 2022
2 | Layanan Informasi BPJS Kesehatan | Penghargaan Bintang 3 kepada RSUD Pada tanggal, 1
Media Sosial Kategori Wonosan Juni 2022
Rumah Sakit 2022
3 | Penghargaan BPP BPSOM Pertanian | BPP Purwosari, Peringkat | Balai Penyuluhan | Pada tanggal:
Berprestasi Tahun 2022 | DIY Pertanian Berprestasi Tingkat DIY 13 Juni 2022
4 | Penghargaan Pengum- | BKKBN DIY Dinas PMKP2KE sebagai Pengumpul Data | Pada fanggal:
pul Data Terbalk Elekiro-nik Pencatatan & Pelapor-an Gizi 24 Juni 2022
Balita Berbasis Masyarakat Terbaik
§ | Piagam Penghargaan | Gubemur DIY Terbaik | alas Kinerja Pemerintah Kabupaten | Pada tanggal 6
Pksi Konvergensi Gunungkidul Dalam Pelaksanaan Aksi Julb 2022
Stunting Konvergensi Intervensi Penurunan Stunting
Terintegrasi, dengan Indeks Nilal A
6 | PLM (peer leaming DPAD DIY Partisipan dengan Stand Pameran Terbalk | Pada tanggal:
megting) Provinsi DIY kegiatan PLM (peer leaming meefing) 13 Juli 2022
Provinsi DIY yang diselenggara-kan oleh
Perpustaka-an Nasional RI
T | Penghargaan Anugerah | Gubemur DIY Kategori Ruang Bermain Ramah Anak Pada tanggal:
Anak Jogia Terbaik sebagal apresiasi atas pemenuhan | 28 Juli 2022
hak anak uniuk mendapatkan ruang bermain
dan berinferaksi yang aman dan nyaman
8 | Sekolah Adiwiyata Gubernur DIY SMP N 1 Semanu, SMP N 1 Ngawen, SON | Pada tanggat:
Tingkat DIY Tahun Bendung 2 Semin, SMAN 1 Karangmojo, dan | 16 Aqustus
2022 SMKN 3 Wonosari, sebagai Peringkal | 2022
Sekolah Adiwiyata Tingkat DIY Tahun 2022
9 | Penghargaan BPP Kementerian BPP Purwosari Sebagai Balai Penyuluhan | Pada fanggal:
Berprestasi Pertanian RI Pertanian Berprestasi 17 Agustus 22
10 | Penghargaan Desa Kementerian Desa, | Kalurahan Kemadang Kapanewon Pada tanggal: 8
Mandiri Tahun 2022 POTTRI Tanjungsari dalam pencapaian status Seplember
perkembangan Desa sebagal Desa Mandin | 2022
11 | Penghargaan Komisi Informasi Pemkab Gunungkidul dan 23 Perangkal Pada tanggal:
Keterbukaan Informasi | Daerah DIY Daerah di Lingkungan Pemkab Gunungkidul | 28 Seplember
Publik Tahun 2022 sebagal Badan Publik Informatif 2022

yang telah memberikan kepercayaan dan bekerja sama bahu membahu dengan Pemerintah Daerah, DPRD,
serta Instansi Vertikal di daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan/pembar . Masukan,
saran, koreksi, dan kritik yang bersifat membangun, sangat kami harapkan dan dapat disampaikan melalui
website gunungkidulkab.go.id.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa berkenan untuk meridhoi langkah dan upaya kita untuk
memberikan yang terbaik guna mempercepat terwujudnya peningkatan taraf hidup masyarakat Gunungkidul
yang bermartabat.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

onosari,24 Maret 2023
PATI Gumuuctanup




